
BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH 

NOMOR   17   TAHUN  2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
TAHUN 2011 - 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah 
(RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran 
dari  visi,  misi  dan  program  Bupati  yang  penyusunannya 
berpedoman  kepada  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang 
Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005-2025;

b. bahwa untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan 
daerah  dalam  sistem  pembangunan  nasional,  Pemerintah 
Kabupaten Bangka Tengah menganggap perlu menyusun RPJMD 
untuk menentukan arah dan prioritas kegiatan pembangunan yang 
akan dilakukan secara bertahap untuk mempercepat  terwujudnya 
kesejahteraan masyarakat;

c. bahwa  penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 150 
ayat  (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan  Daerah,  sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali 
terakhir  dengan  Undang-Undang Nomor  12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 
tentang  Pemerintahan  Daerah,  dan  Pasal  15  ayat  (2)  Peraturan 
Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2008  tentang  Tahapan,  Tata  Cara 
Penyusunan,  Pengendalian  dan  Evaluasi  Pelaksanaan  Rencana 
Pembangunan  Daerah  yang  berbunyi  Peraturan  Daerah  tentang 
RPJMD  ditetapkan  paling  lama  6  (enam)  bulan  setelah  Kepala 
Daerah dilantik;

d. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud 
dalam huruf  a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Tahun 2011-2015;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2000  tentang 
Pembentukan  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung   (Lembaran 
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2000  Nomor  217,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten  Bangka  Selatan,  Kabupaten  Bangka  Tengah, 
Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun  2003  Nomor  25,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang 
Perbendaharaan  Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Tahun  2004  Nomor  5,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang 
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Tahun  2004  Nomor  125,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir  dengan  Undang-Undang Nomor  12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 
tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia  Tahun  2008  Nomor  59,  Tambahan  Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang 
Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan 
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Tahun  2004  Nomor  126,  Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor 
4438);

10. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2007  tentang  Rencana 
Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  2005-2025  (Lembaran 
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2007  Nomor  33,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
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11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun  2007  Nomor  84,  Tambahan  Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Nomor 4739);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor  137,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Nomor 4575);

14. Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  tentang 
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan  Pemerintah  Nomor  79  Tahun  2005  tentang 
Pedoman  Pembinaan  Pengawasan  Penyelenggaraan 
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Tahun  2005  Nomor  165,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  Kepada  Pemerintah, 
Laporan  Keterangan  Pertanggungjawaban  Kepala  Daerah,  dan 
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 
Masyarakat  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2007 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4693);

17. Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  tentang 
Pembagian  Urusan  Pemerintahan  antara  Pemerintah, 
Pemerintahan  Daerah  Provinsi  dan  Pemerintahan  Daerah 
Kabupaten/Kota  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 
Nomor 4737);

18. Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  Tahun  2007  tentang 
Organisasi  Perangkat  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia  Tahun  2007  Nomor  89,  Tambahan  Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Nomor 4741);

19. Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2008  tentang 
Tahapan,  Tata  Cara  Penyusunan,  Pengendalian  dan  Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

20. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
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